
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun, 2009 ten tang Pelayan 
Publik [Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009 ; 

•. 

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 
Informasi Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4846); 

1. Undang-Undang Nornor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukkan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi'' 
[Lernbaran Negara Republik lndonesia'I'ahun 1959 Nomor 74, 
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 
1822); 

Mengingat 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Standar Operasional Proscdur pelayanan 
informasi publik Pejabat Pengelola lnformasi clan 
Doku mentasi; 

b. bahwa dalam upaya penyediaan inforrnasi publik 
dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow 
perlu disusun Standar Operasional Prosedur (SOP) yang 
menjadi pedoman bagi Pejabat Pengclola Inforrnasi dan 

. I . 
Dokumentasi (PI?IDJ dalam penyediaan clan pengelolaan · 
informasi publik; 

• Menimbang: a. bahwa sesuai kctentuan Pasal 7 · ayat (l) Undang-Undang 
Nomor 14 Tahun 2008 tentang keter0t.ikaan inforrnasi publik, 
bahwa setiap badan publikwajib mehyecliakan, memberikan, 
dan/ atau menerbitkan informasi publik yang berada 
dibawah kewenangannya kepada pcmohon infonnasi publik; 

BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHh ESA 

STANDAR.OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN INI<'ORMASI PUBLIK 
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI 

KABUPATEN BOLAANG MONGONDQW 

TENT ANG 

BUPATI BOLAANG MONGONDOW 

PROVINSI SULAWESI UTARA 

PERATURAN BUPATI BOLAANG M:ONGONDOW 

NOMOR 39 'l'AHUN 2017 



1. Daerah adaJah Kabupaten Bolaang Mongondow. 

DaJam Peraturan Bupati ini yang dirnaksud dcngan j 

Paaal 1 

PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUME TASI. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

UBLIK PEJABAT PROSEDUR PELAYANAN INFORMASI 
PERATURAN BUPATI TENTANG STAr DAR OPERASIONAL Menetapkan: 

MEMUTUSKAN : 

9. Peraturan Mentri Dalam Ncgcri Nornot ~3 Tahuri 2017 teruang 
Pedoman Pengelolaan Pelayanan Jnfu' nasi dan Doi u mcntasi 
di Jingkungan Kerncntrian Dalarn l\cgcri clan Pemcrintah 
Dae rah; 

8. Peraturan Mentri Dala m Negeri Nornor 80 'l'a h u n 2015 
tentang Pernbentukan Prociuk Hu kurn Dru-rah (Hcrita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor 2036); 

7. Peraturnn Pemerintah Nornor 61 I'ahu n 2010 tentang • Pclaksanaan Undang-Unda ng Nomor l ·~ 'l'ahu n 2008 tcntang 
Ketcrbukaan lnformasi Publik (Lem·, a ran Negara l,cpu blik 
Indonesia Tahun 2010 Nornor 9g' Tarnbn han Lernbara n 
Negara Republik Indonesia Nbmor 514CJ); 

6. Undang-Undang Nornor 30 Tahun '..!O 14 ten tang Administrasi 
Pernerintahan (Lcmbaran Negara l c~ tblik ludoncsia Tahun 
2014 Nomor 292, 'I'ambahan Lemb.uan Negara lecpublik 
Indonesia Nornor 5601); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tuh u n :w 14 icntung 
Pcmcrintahan Daerah (Lcrnbaran cgura l,icpublik lndoncsia 
Tahun 2014 Nomor 5587) scbag.urnana tr-Ia h diuba h 
beberapa kali terakh ir dcngan U nd.mg-U r rdang Nomor 9 
Tahun 2015 lentang Peru ba ha n Kcdu.. /\t:is Undang-Undang 
Nornor 23 Tahun 2014 tcntang Perno: inrnhun Dacrah 
(Lcmbaran Negara Republik lndonr-sia Tab u n ~O I !'i Nomor '.)8, 
Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 
5679); 

Pembentukkan Peraturan PerUndang-Undangan (l .. ernbara n 
Negara Rcpu blik Indonesia Tahu n 20 ~ I No111or 82, Tam bah an 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 5234): 

Nomor 112, Tambahan Lcmbaran Ncg.ira Rcpublik Indonesia 
Nomor 5038); 

tell tang 2 0 l l 'l'ahun N rnor 4. Undang-Undang 



pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, 

perl.Indang-Undangan serta informasi lain yang berkaitan dengan 

kepentingan publik. 

8. Badan Publik adalah Lembaga 1~ksekutif ,Legislatif dan badan lain 

yang berfungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan 

penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya 

bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dan/ atau 
~ 

anggaran pendapatan dan belanja daerah .atau -organisasi non 

pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari 

Anggaran · Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran 

Pendapatari dan Belanja Daerah , sumbangan masyarakat, dan/ atau 

luar negeri. 

9. Pejabat Publik adalah orang yang di tunjuk dan di berikan tugas untuk 
menduduki posisi atau jabatan tertentu pada badan publik. 

10. Perangkat · Daerah adalah unsur Pembantu Bu pati dalam 

penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat 

Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, 

Kecamatan, dan Kelurahan. 

11. Pejabat Pengelola Informasi dan, Dokumentasi yang selanjutnya di 

sebut PPID adalah pejabat struktural yang bertanggung jawab dalam . 

3. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow. 

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang 

Mongondow. 
5. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda 

n 
yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun 

penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca, yang disajikan 

, dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan 

teknologi informasi dan kornunikasi secara elektronik maupun non 

· elektronik. 

6. Dokumentasi adalah perigumpulan, pengolahan, penyusunan clan 

( pencatatan 'dokumen, data, gambar, clan suara untuk bahan informasi 
publik. 

7. Informasi Publik adalah informasf yang dihasilkan, disimpan, dikelola, 
dikirim, dan/ atau diterima oleh Pemerintah Daerah yang berkaitan 

dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan 
0 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupnti dan Perangkat Daerah sebagai 

unsur penyelenggara Pemerintah J aerah . 
• 



e. pengklasifikasian lnformasi da n / a tau p!j!ngu bahaunya; 

f. penetapan lnformasi yang dikccualikan yang tcl.ih habis Jang! a Waktu 

pengecualiannya sebagai Jnformasi Publik yang dnpat diakscs; 

g. penetapan pertirnbangan tcrtulis atas sctiap kr hijakan ynng diumbil 

untuk rnernenuhi hak setiap orang at.as lnformasi Publik; dan 

h. bertanggung jawab kepada Bupat.i Bolaang Moi~gowlow mela lui atasan 

PPID. 

(l) Pengelolaan lnforrnasi dan Dokumenlasi di dacrah di lak sanakan olch PPII). 

(2) PP!D sebagaimana di maksud pada ayat {J) bcrtugas : 

Penyediaan, penyimpanan, pendokumcnt.asian <Inn pcngnrnunan inforrnasi: 

a. pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang ~crlaku; 

b. pelayanan Informasi Publik yang ccpat, tcpat dan scdcrhr na; 

c. pen eta pan prosed ur opcrasional penyebarl u asan I 11 Ionnasi Pu bl ik ; 

d. rnelakukan Pengujian tentang Kon sckuc nsi 'yang t.imbul scbclu m 

menyatakan informasi publik tertcntu dikecualil/1n: . 

Pasal 2 

BAB II 

TUGAS DAN WEWENANG PPI 

sebut Desk adalah lempat pelayanan pcrmohonan informasi publik 

baik secara langsung rnaupun tidak Jangsung. 

14. Sengketa Informasi adalah sengketa yang terjadi antara badan publik 

dan pengguna informasi publik yang br-rkaitnn dcnga n huk 

memperoleh dan menggunakan informasi berdasarknn Porat utan 

Perundang - undangan. 

di Lingku ngau dan pelayanan infof ma si penyediaan, distribusi 

Perangkat Daerah. 

13. Tempat Pelayanan Permohonan lnfurmasi f'ul;lik yang selanjutnya di 

dalam pengumpulan, pcndokurncntasian , peuyimpanun, pcmcliha raan., 

12. PPID Pembantu adalah pejabal struktural yang bcrtanggung jawab 

Pemerintahan daerah. 

penyediaan, distribusi, dan pelayanan inforrnasi di Lingkungan 
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Tata kerja PPID sebagai berikut : 

a. PPID dapat mengadakan rapat baik yang bersifat pleno maupun 

terbatas dangan PPlD pernbantu secara berkala rnaupun setiap saat 

apabila di perlukan, dalam rangka merumuskcu suatu kebijakan yang 

bekaitan dengan tugas dan kewenanga.n PPlD; 

b. PPID dapat mengundang pihak lain yang berkepentingan untuk hadir 

pada rapat, guna memperoleh tambahan dat9a /informasi dan/atau 
masukan yang di perlukan; 

c. dalam pelaksanaan tugasnya PPlD wajib rnenerapkan prinsip 

koordinasi, integrasi, dan singkronisasi baik di lingkungan kelompok 

kerjanya maupun dcngan PPID pembantu ; clan 

d. PPlD dan PPlD pembantu bcrtanggung jawab kepada atasan PPlD 

dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, da n wewenangnya. 

Pasal 4 

BAB III 

TATA KERJA PPID 

a. mengkoordinasikan sctiap unit/satuan kerja d( badan publik dalam 
J 

melaksanakan pelayanan informasi publik; 

b. memutuskan .sesuatu informasi publik dapat di akses publik atau tidak 

berdasarkan atas pengujian tentang konsekuensi; 

c. menolak permohonan informasi publik secara tertulis apabila inforrnasi 
( 

publik yang di mohon terrnasuk informasi yang di kecualikanyrahasia yang 

di sertai alasan dan pemberitahuan tent.ang hak dan tata cara bagi 

permohonan untuk mengajukan kebcratan atas pcnolakan tersebut; dan 

d. menugaskan pejabat fungsional dan/atau petugas inforrnasi cli bawah 

wewenang dan koordinasinya untuk membuat, mernelihara, dan Zatau 

memutakhirkan daftar inforrnasi publik secara berkala sekurang 

kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan tlalam hat Badan Publik rnemiliki 

pejabat fungsional dan /atau petugas informasi. 

(~ 

Dalam rangka melaksariakan tugas sebagairnana di maksud dalam pasal 2, 
PPID berwenang: 

Pasal 3 



BERITA DAERAH KABUPATEN BOLA/\NG MONGONDOW T/\1-IUN 2017 NOMOR . 

2017 
KABUPATF:N 

SOEPREDJO OKOAGOW 

1: 
Di tctapkan di Lolak 
pad a tanggal ~ ~rota._ 2017 

flUPATI U lLMNG MONGONl)OWf 

/r;'r--( 
/ 

Agar setiap orang mcngetahuinya, mr-meruu.ihkau pcngundangan 

Pcraturan Bupati ini dengan pcnempaiannyu dal.un I krita Dncrah 

Kabupaten Bolaang Mongondow. 

Peraturan Bupati ini rnulai borlaku pada langgal di u ndangkan. 

Pasal 6 

BABV 
KETENTUAN PENUTUP ' 

dari Peraturan Bupati ini. 

(1) Setiap PPID di lingkungan I'ernerin tah D,H ra h harus bci pcdomau pada 

Standar Operasional Prcscdur Pelnyanan lnlormusi Pu blik . 

(2) Standar Op rasional Pros .du r sebagairnana di ma k sud pada ay at ( l) 

tertuang dalam Larnpiran dan merupakan bagian va ng tida k tcrpisahkau 

Pasal 5 

BAB IV 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAU INFORMASI PUBLIK 

·, 
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C. Azas Pclayanan lnformasi Publik 
1. 'I'ransparansi 

Bersifat tcrbuka, mudah clan dapat diakscs olch sernua pihak yang 
rnembutuhkan dan discdiakari secara mctuadai sorta iuudah ditucngerti. 

2. Akuntabilitas 
Dapat di pertangungjawabkan scsuai dengan kclcrtuau peraturan undang 

d undang . 
3. Kondensional 

Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi clan penerimn pelayanan 
dengan tctap bcrpcgang pada prinsip efisicnsi dan efektifltas. 

4. Partisipatif 

1. Peudahuluan 
A. Lutar bclakang 

Berlakunya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tcntang Kcterbukaan 
Informasi Publik memberikan landusan hukurn terhadap hak sctiap orang untuk 
mernperoleh informasi publik. lnformasi mcrupakan kcbutuhan pokok sctiap 
orang bagi pengembangan pribadi clan lingkungan sosialuyu serta mcrupakan 
bagian penting ketahanan nasional. Memperoleh infonn~si iuerupakan salah satu 
ciri penting Negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk 
mewujudkan penyelenggraan Negara yang haik. 
Salah satu tugas Pcjabat Negara Pengelola lnfurmasi dan Dokumcutasi · (PPID) 
adalah menycdiakan akscs informasi publik secara tepat, tepat waktu, biaya 
ringan dan dengan cara yang sederhana. Untuk meningkatkan pelayauan 
informasi publik yang optimal dipandang perlu unlt1k mcnetapkau Standar 
Layanan Informasi Publik di lingkungan PPID Kabupu Len' Bolaang Mongondow. 

B. Maksud dan tujuan 
1. Maksud 

Standar Operasional Prosedur Pclayanan lnformasi Publik ini dimaksudkan 
sebagai pcdoman bagi PPID Kabupatcn Bolaang Morigoudow yang meliputi 
tanggung jawab, wcwenang dalam mcnycdiakan inforrnnsi tcrtcnt.u mclalui 
kcgiatan pelayanan Informasi publik. 

2. Tujuan 
Terwujudnya pelaksanaan Undang - Undang nomorl 1'I tahun 2008 tentang 
Keterbukaan InfomasiPublik dan membcrikan pcmaluunan dan kcscragaruan 
dalam .memberikan pelayanan informasi publ.ik, sorta untuk mcnghasilkan 
Layanan Informasi Pubik yang baik clengan cara cfcktif clan elisien. 

3. Hakikat Pelayan Publik 
4. Hakikat Pelayanan lnfonnasi Publik adalah pcmbei Ian pclayanan pemohon 

informasi publik secara cepat, tcpat waktu, biaya ring.in clan dcngan earn yang 
sederhana. Informasi publik yang dikecualikan bersitat ketat clan terbatas, 

(PPlD) KABUPATEN BOLA/\NG MONC10NDOW 

PEJABAT PENGELOLA LNFORMASL DAN DOKUMENTASI 

TATA KERJA PENGELOLAAN lNFORMASI lJAN DOKUMENT,\Sl 

Nomor 
Tianggal 
Ten tang 

39 Tahun 201 7 
rJ. Okroee~ JZOlr 

Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Lampiran 



C. TEMPAT !JJ\N WAI<TU Pl~LJ\YANAN JNFOl,MA.Sl 
Dalam rncrnberikan layanan informasi kcpudu pe111101lu11.111 Inforuursi l'PII) 
mcnetapkan iempat pcrn h Tian pcluynnau i1ilimn:1:-i public di sck1'1 l11ria1 
PP!D yang berkcdudukan di Dinos Ko111u11ik;1si Uc111 Iulormut ik« Ka bupa tcu 
Bolaang Mongondow. 
Pelayanan lnformasi Publik di laksuuakau pad;in ha ri kcrjn , yu it 11 :e11i11 
sa mpai dcnganjumat. dcngan wa kt u pr-Lrksa nnn n :,dmg:si br-riku t 
Senin s/d kamis pukul 08.00 s/d J<l.00 W!'l'A 
Istrahat puk ul 1'2.00 s/cl L; 00 \VITA 
Jum'at puku l 08.00 s/rl 11.00 WITA 

D. MEKAN!SME l'ERMOJ !ONAN lNFORMJ\Sl l'Ulll,11( 
1) Pcmohon informasi dntnng kt: icmpat pcl;1_yH11:1r1 inlur111nsi dc11gn11 

mcngisi form ulir permiu taan intormnsi !:-1:rta 11,cl:11np11 k,111 rolocopy l<TJ> 
pcrrnohonan clan pcnggt11HH1rJ iufortunxi. 

2) I'etugas rnernbcrikan Landa liuku pt·111Ti11w,111 pcrni111!11f!11 infor mn s i 
publik kepada pcmohon info: rnusi puhlik. 

3) Pct.ugas mcmproscs permint.inn infot mn si publ.k scsuai d ·11gaJJ liJt uiulir 
perrnintaan informasi publik _yang t ·lals di1n11unl:111gal!i okli pcmohon, 

4) Pctugas ruenyerahkan lnformasi sesuai den iau yang dimiuta olcl; 
pemohon/pcngguna informasi. Jika informa-si yHng duninla ma-suk 
dalam katcgori inforuiasi y~111g dikccualikan, ru:ikn !'I'll) 111t·11y;1111p:11k:111 

• Bidang pcnyclesaian scngkcia iuformn si 
B. DSSK INFORM/\SI PUl1UK 

Untuk memenuhi dun ruclayani pcrmintaau dun kcbul uhuu permohunun 
informasi publik, Pl'ID mclalui desk lnynnun inlr,rnwsi puhlik meluku kn n 
Iayanan Iangsung muupun layunan nn-Ialui mcdia~:snt.ura Lun rucuggunaknu 
tclepon , email, dnn website . 

• 
Bidang pcluyanan dan dok umcutnsi inl't,rm~}'"i 
Bidang pcngolahan data dan kla sifika si iufor masi 

• 

Mcndorong peran. sorta musyarakat dnlarn men) clcngg.irnlrnn pclnynnun 
informasi publik dengan mcmperhatikan dspiras: , kcbut ulurn , d,111 hnrapan 
masyarakat, 

5. Kcsamaan Hak 
Tidak diskrirninatif dalarn nrti t idak rncmbcdak.m Suk u, l{ns, J\g,1111a, 
Golongan .Gender, dan Status Lkonomi. 

6. Kescimbangan Hak dan Kewajiba n 
7. Membcri dan menerirua pclayanan publik luuus rucnicn u h i hak dan kcwajibnn 

masing masing pi.hak. 
8. Standar Operasioual Proscdur Pelayannn lnfortnasi Publik 

Penyelengaraan Pclayanan luforuiasi Publik dn lnru mc la ksnnn k.iu tugas dun 
fungsinya harus Mcm iliki sta ndar pclaya na n yn ug I,, rim itan clcngnn prosed u r 
dan waktu scbagai acuuu uru u k pcnyr-lcnggarunn pelayann11 publik villlg 
wajib di taati olch pcrnbcri dun pcncrirnn pclnyr.ua n inforurusi . nd.rpun 
standar pclayanan informnsi publik scbagni bcrikut : 
A. OPJ:;;RJ\SJONAL PSL/\YANAN INl•OH.MASJ l'UBLIK 

Untuk mclaksanakan pclayanun Informasi pr rlu di d uk u ng olch l'ninl ollic1· 
clan back office: 
1 J Front. office rncliputi 

• Desk layanan langsung 
• De sk layanan via media 

2) Back office melipu ti 



d. Permintaan informasi ditanggapi tidak sesuai derigan yang diminta; 
c. Tidak dipenuhinya permintaan informasi; 
f. Pengenaan biaya yang t.idak wajar; 
g. Penyampaian informasi yang melcbihi waktu yang telah diatur dalam 

pedoman ini. · 
F. MEKANISME PENGUMPVLAN, Pli:NGKLi\SlFIKASIAN, 

PENDOKUMENTASIAN DAN PELAYANAN JNFORM/\Sl 
1) Pcngumpulan Informasi 

Beberapa hal yang harus diperhatikan oleh setiap Pcrangkat Daerah 
0 

dilingkungan Pemerintah Ka\iupaten Bolaang Mongondow dalam 
kegiatan pengumpulan informasi adalah : 

( .' ·. _ _,> 

permintaan pemohon informasi 
informasi publik mernenuhi 

E. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN 
1) Proses penyelesaian untuk memcnuhi 

publik dilakukan setelah pernohon 
persyaratan yang telah di ten tukdn, 

2) Waktu penyclesaian dilaksnakan paling lama 10 hari kerja scjak 
permohonan diterima oleh PPlD, PPlD wajib rncnanggapi permintaan 
informasi melalui pemberitahuan tertulis. Pembcritahuan ini meliputi 
permintaan informasi diterima, permintaan infonnasi ditolak, dan 
perpanjangan waktu yang berisikan inforinasi yang diminta berada pada 
penguasanya atau tidak. PPJD dapat memperpanjangkan waktu paling 
lama 7 j1ali kerja. 

3) Penyampaian/ pcndist.ribusian/ pcnycrahan informasi publik dilakukan 
secara langsung, melalui email, fax, a tan jasa pos. 

4) Jika permohonan informasi diterima maka pada surat pemberitahuan 
juga dicantumkan materi inforruasi yang diberikan, format informasi, 
serta biaya apabila diperlukari ~1tuk keperluan pcnggandaan atau 
perckaman. BUa permintaan informasi ditolak maka dalarn surat 
pemberitahuan dicantumkan pcnolakan berdasarkan peraturan 
perundangan yang baru, 

5) Bia ya Tarif u 
Untuk menyediakan informasi, publik PPID tidak mcmungut biaya 
(gratis); sedangkan untuk penggandaan dan perckaman pcmohon / 
pengguna informasi publik dapat melakukan penggandaan informasi 
sendiri atau mengganti biaya penggandaan dan perckarnan oleh PPID. 

6) Keberatan atas pernberian informasi public 
Setiap pemohon informasi publik dapat mengajukan keberatan secara 
tertulis kepada atasan PPlD bcrdasarkan alasan bcrikut : 
a. Penolakan atas permintaan infromasi bcrdasarkan alasan 

pcngecualian sebagaimana dimaksud pada pasal 17 Undang-Undang 
nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik; 

b. Tidak disediakannya informasi berkala sebagaimaria dimaksud pada 
Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Kcterbukaan 
Informasi Publik: 

' ' c. Tidak ditanggapinya perrnintaan inforrnasi; 

.( 

'~ 

alasan . penolakan sesuai dengan ketcntuan peraturan perundangan 
yang berlaku, 

5) Petugas memberikan t:anda bukti penyerahan informasi publik kepada 
pemobon/pengguna informasi publik. 

6) Petugas membukukan dan mencatat proses permohonnn sarnpai dengan 
penyelesaian informasi publik kepada pemohon/ pengguna in.formasi. 



a. Pengumpulan Informasi meru pakan aktifitas penghimpunan kegiatan 
yang telah, sedang, dan yang akan dilaksanakan oleh setiap 
Perangkat Daerah. ~ 

b. Informasi yang dikumpulkan adalah informasi yang bcrkualitas dan 
relevan dcngan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat 
Daerah. 

c. Infonnasi yang dikumpulkanydapat bersumber dari pcjabat dan arsip, 
baik arsip statis maupun dinarnis. 

d. Pejabat sebagaimana dimaksud dalam huruf c merupakan pejabat 
yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 
disatuan kerjanya, sedangkan arsip statis dan dinamis merupakan 
arsip yang tcrkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 
satuan kerja bersangkutan, 

c. informasi dilaksanakan dcngan memperhatikan tahapan sebugai 
berikut : 

., Mcngenali tugas pokok dan fungsi satuan kerjanya; 
e Mendata kegiatan yang dilaksanakn oleh satuan kerjanya; 
n Mendata informasi dan dokurnen yang dihasilkan; dan 
• Mcmbuat daftar jcnis-jcnis informasi chm dokumen, 

f. Komponcn utama yang perlu disiapkau dalam Pengelolaan 
Pelayanan Informasi dan Dokurncutasi meliputi : 

o Organisasi / kclcmbagaan; 
o Kcbijakan dan pcraturun terkait; 
e Sumber Daya Manusia ( struktural dan fungsional); 
~ Program dan Kegiatan; 
" Anggaran dan Dokurncn pelaksanaan anggaran yang meliputi 

unsur program dan kctiatan; . . 
o Sarana dan prasarana sorta sistcrn informasi (IT); 
o Daftar informasi yang wajib disediakan yang· diumumkan 

secara bcrkala; 
$ Daftar informasi yang wajib diumumkan secnra sorta merta; 
o Daftar informasi yang wajib terscdia sctiap saat; clan 
o Daftar informasi yang dikecualikan; 

2) Pengklasifikasian Infonnasi 
DaJam proses pengklasifikasian, informasi di bagi mcnjadi dua kelom pok 
yaitu informasi yang bersifat publik dan informasi yang dikecualikan. 

a. yang bersifat publik 
Dikelompokkan berdasarkan .subyek inlormasi scsuai dengan tugas 
pokok, fungsi dan kegiatan sct.iap Perangkat Daerah,: rneliputi : . 

o Informasi yang bersifat terbuka, yaitu informasi yang wajib 
disediakan dan diumumkan secara berkala, meliputi : 

../ Profil .yang mcliputi seperti sejarah singkat, struktur 
organisasi, tujuan, kcdudukan, tugas clan Iunsi, 
program kerja, d::H1 sebagainya; 

v Informasi mengcnai kcgiatan clan kinerja pemerintah 
dan kabupatcn, luporan ukuntabilitas, clan sebagainnya; 

v lnfonnasi mengenai laporan keuangan, seperti laporan 
realisasi anggarnn, . laporan pendapatan, laporan 
pertanggung jawaban, dan scbagainya; 

../ Infonuasi lain Yc\!lg diatur dalarn peraturan perundangan; 

../ Informasi yang le\>ih detil atas permintaan pcmohon. 



• Informasi yang wajib d.iumumkan sccaru serta merta, yaitu 
informasi yang daput mengancum hnjat hidup orang banyak 
dan kctcrtiban urnum, meliput.i; 

./ lnformasi rncngcnni bcucana nlnru, scpcrti : dacruh 
potcnsi tsunami, gunuru; 11H'l<·l 11s, tmwh lo11gsor, lianjir, 
dan scbagninya: 

,I' lnlunnusi incngcuni limbu h bc11>;1ll:i_vn, scpc-rt i : ln porn n 
hnail pcrnrriksuau limbah bul i.iu k iin in ynng IJ1:rada di 
sungni, Jaut utau durra h peru u l.rmau; 

,I' l nformasi rncngcnni kcbor on.1~1 rcnktor nuklir, scpcrti 
penggu1w::in rcak tor nuklir 1111tuk pcmba ngkit 1t;n:11•n 
list rik; 

,I' Inforruasi nwngc1111i 1wnggusur:111 lahnn, scpcri i 
penggusuruu Iahnn unl.uk kcpnntingnn u111un1. 

,I' Hal lain yang mcngnucnrn hnjn~ hid up ornng ban 11k. 

b. Informasi publik yang wajib tcrscdia set in p sant, mclipu Li : 
• Daftar scluruh inforrnasi publik \ irng lxrnda di liawn h 

pcnguasnan pcrucrintah kcbup.ucn Jl,1lwJJtg Mougondow, tidn k 
tcrmasu k inforuuiai yang d ikcc un likn n: 

• l lasil kcputusan Pcmc rin t ah Kabup.ucn l lolun nj; Mougondow 
dan Iatar bclakang pcrtimbnngunnyn; 

• Scluruh kebijakan yuug uda sci ta dnkuiucn pc11dt1kUJ1/',ll.Ya 
dapat rlilihat dm1/nt:tu d ibnca di l't:ra11gkill l r.u.rn h ; 

• Rcucann kcrja progr.uu / kcgial:iu, ter111asuk pcrk irnu n 
pengelunran t1I111111ru1 Pcmcrinta '1 Knbu pu tcn [~oln:111g 
Mongondow rla pa t dilihut dan / 111111.1 d1hac11 Prrnngkut l iaciuh: 

• Pcrjanjia n Peruurinta h Kn hu pu u-n llol.1a11g Mo11go11dow dc:ngnn 
pihak kct ign; 

• lnformasi dnn kcbijaka n ynng clis;1mp:11ka11 l'cj:lbat l'c:r1w1i11tah 
Kabupaicn Bolanng Mongoudow clnlam pcrteuiunn ynru; 
terbuka uut u k urnum; 

• Proscdur kcrja pcgawni Pcuu-rintnh Kailupat,·n llolaat1g 
Mongondow yallg bcrkuita n dcnga1J pcIuyuunn 111:1:-.yarnkat; 

• La porn n 11w11g<:11ai pl'l11ynnn 11 n k se.s in tortuasi pub I ik 
scbngnima na diat ur dalarn U 11da11g-L.• 1d:111g No111or I 11 tnl 11111 
2008 tcntang kctcrbukaun infortnnxi pubik. 

c. Inlormasi yang dikccuatikan 
Dalam pcngclompokkau informasi yn111~ dikcr unliknn, pnlu 
dipcrhatikan hal-hal scbagai berik ut : ~ 

• lnforrnasi yang dikccualikau adalah iulorumsi M.lJagaima,w 
diatur dalnrn Unrlang-Uudu na nornor 11 1:tl11111 '.2008 p:1s;il 17 
dun pnsul J 8; 

• Prinstp-prluslp yn11g 1111111:, u d iprrluu iku n cl:il:1111 
mcngclompokkuu infortnnai ynng d ikrx ua l iku n: 

. 1 
,I' Kctat, H rt.iuya u nt u k me11gk11tl'gorik11n in Iorma si ynng 

dikecualikan ha rus bcruH-l1t:11111" 11H·11gf1c11 pml11 111ct11dc 
yang valid dun mcngcdcoankun ohvckt ifitns . 

./ 'I'crbatas, art inya iulormnxi y:111g d ikt-cun liknn ha rus 
terbaras pnda inforrnasi 1c1lc11Lu 1t11t11k 11w11~1,lli11dnri 
p nafsirun yn 11g subyr-kt ii' <Inn kcwcna nga 11. 
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.f' . Tidak mutlak, artinya tidak aJa lnfortnasi yang sccara 
mutlak dikecualikan ketika kepentingan publik yang lebih 
besar menghendakinya . 

.f' Pengccualian harus melalul nictodc uji konsekuensl 
bahaya (consequential harm test) yang mendusari 
penentuan suatu lnforrnasi harus dirahasinkan apabila 
informasi terse but dibu ka. 

3) Pc~dokumcntasum Inlormasi 
Pcndokumcntasian Infortnasi adalah kegiatan pcnylmpunan data clan 
informasi, catatan dun / atau kctcrangan yang dibuut clan I atau 
diterima oleh Pcrangkat Dacrah dilingku ngan Pcrucrintuh Kabupaten 
Bolaang Mougondow guna mernbantu l'PlD dalaiu melayani pcrmiutaan 
informasi, Pendokurnentasian informasi dllaksanukan sesuai dcngan 
peraturan pert.lndang-Undangan bidang kearsipan dan peraturan di 
bidang tata persurntan yang berlaku di~ Iingkungan Pemcrintah 
Kabupaten Bolaang Mongonclow. 
Tahapan dalam pendokurnentasian Inforruusi rueliputi : 
a. Deskripsi informasi: 

Perangkat Daerah mcrnbuat ringkasan lllJtuk masing-masing jcnis 
infonnasi. 

b. Veriflkasi Informasi: 
Setiap informasi diverifikasi sesuai dengan jcriis kcgia tanny a. 

c. Otentikasi informasi: 
d. Dilakukan untuk mcnjarnin keaslian inforrnasi melalui validnsi 

informasi oleh setiap satuan kerja. 
e. Koclefikasi infonnasi: 

• Untuk rnempermuduh pencarian inlorruasi yang dibutuhkan, 
maka dilaku kan kodefikasi. 

• Metocle pengkodean ditentukan oleh mustng-maslng Pernngkat 
Daerah. n 

• Penataan clan Penyimpanan Informasi. 
G. PENYELESAIAN SENGirnTA INFORMASI 

Mekanisme penyelesaian sengkcta informual : 
1) PPID akan menolak memberikan infonnasi publik yang tidak sesuai 

dengan ketentuan pcraturan perundang-Undangan, dcngan proscdur 
sebagai berikut: 
a. PPID mempersiapkan daftar pcmohon dan / atau pcrigguna informusi 

yang akan ditolak; 
b. PPIJJ mengadakau rapat koordinasi dcngan mclibatkan Pcrangkat 

Daerah yang tcrkait paling lama 3 hari kerja sctclah surat 
permohonan ditcrima Pl-'lD; 

c. Hasil keputusan rapat koonlinasi dit uu ugkan datum berira acara 
yang ditandatangani olch seluruh pcscrta ra pat; 

d. Hasil keputusan rapat didokumentasikan si-cara baik. 
2) PPID akan mernberikan tanggapan atas kebi ratan yang disampuikan 

pemohon iniormasi publik secara tertulis : 
a. PPID mempcrslapkan daftar keberatan yang dlsampnikan pemohon 

dan / atau pengguna informasi; 
b. PPID mcngadakan rapat koordinnsikan dcngan mclibatkan Perangkat 

Daerah yang tcrkait paling lama 3 1y1ri kcrja sctelah surat 
permohonan ditcrima PPID; 

c. Hasil keputusan rapat koordinasi dituangkan dalam berita acara 
yang ditandatangani olch seluruh'peserta rapat; 

.. 
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d. Hasil keputusan rapat didokumcntaaikan Sl'<'arn ba ik. 
3) Penyelesaian sengkcta inforrnasi: 

a. PPID menyiapkan bahan-bahan terkait scng tcta informasi; 
b. PPID menyusun kr jian dun pe1'LJ111li:111g:m huk u ru uutuk 

disampaikan kcpada atasnn l'l'ID; cl1111 

c. Pada saat sengketa inlorrnasi bcrl» njtM kc koruisi i11 ro1 runsi, 
pengadilan tata usaha Negara, dim ma hkn mah ngu ng, ruaka l'PllJ 
melakukan pcndampingan hukurn untuk pcnyclcsaian scngkcta 
informasi. 


